BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Proses ini dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan
dokumen para pihak, seperti identitas diri (KTP, KK), sertifikat tanah
asli, NPWP, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
dokumen lain yang relevan, termasuk surat waris jika objek tanah
berasal dari warisan. Selanjutnya, PPAT melakukan verifikasi
menyeluruh untuk memastikan bahwa tanah yang diperjualbelikan
tidak sedang dalam sengketa, tidak diblokir, dan tidak dibebani hak
tanggungan, dengan melakukan pengecekan ke kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN)..

Pertanggung jawaban PPAT terhadap akta jual beli yang batal akibat
cacat hukum di Kota Padang merupakan permasalahan kompleks telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, namun pelaksanaannya di lapangan
masih belum optimal. PPAT memiliki tanggung jawab berlapis
meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana terkait akta yang

dibuatnya..

B. Saran

1.

PPAT diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan
ketelitian dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam melakukan

verifikasi dokumen dan identitas para pihak. Sikap tegas untuk
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menolak pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat hukum harus
tetap dijaga guna melindungi kepentingan para pihak dan menjaga
integritas profesi.

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun
pembeli, disarankan untuk mempersiapkan dokumen secara lengkap
dan memahami dengan jelas isi dari akta yang akan ditandatangani.
Kesadaran hukum dan keterbukaan antar pihak sangat penting untuk
mencegah munculnya sengketa di kemudian hari..

. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tanggung jawab PPAT di
Kota Padang, disarankan untuk memperkuat sistem verifikasi dokumen
dan peningkatan kapasitas profesional melalui pelatihan berkala. BPN
dan instansi terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta
membuat prosedur standar yang jelas untuk proses pembatalan
sertifikat. Kolaborasi antara PPAT, BPN, pemerintah daerah, dan
organisasi profesi harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem

pertanahan yang lebih efektif.
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